o AR ARER g

ﬁ ﬁ’ PERJANJIAN KERJA SAMA
@m
4

ANTARA
/7 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
o DENGAN
MAHKAMAH SYAR’ IYAH KUALASIMPANG

B
N

4

Nomeor : 06/PKS-11.15.MP.02.02/X/2021
Nomor : W1-A15/880/HM.00/10/2021
TENTANG

SINKRONISASI DATA PERKARA
DAN PEMBLOKIRAN OBJEK TANAH DAN HAK ATAS TANAH
YANG MENJADI OBJEK PERKARA

Pada hari Senin tanggal empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu
bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang, kami yang bertanda tangan di

bawah ini :
1. Nama : Ramli, SH., MH.
NIP : 19640910 198603 1 003
Jabatan - Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Tamiang
Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang

Jalan Ir. H. Djuanda, Desa Bundar, Karang Baru

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Tamiang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : Dangas Siregar, STL.I.,, MH.
NIP : 19790603 200704 1 001
Jabatan : Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang
Alamat : Jalan Sekerak Kampung Bundar - Karang Baru

Komplek Perkantoran Pemkab. Aceh Tamiang

Bertindak untuk dan atas nama Tamiang Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang untuk
selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA”



Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PITHAK KEDUA disebut juga PARA PIHAK.
Bermaksud melakukan kerja sama dibidang “Sinkronisasi Data Perkara Dan Pemblokiran
Objek Tanah Dan Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Perkara Antara Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Tamiang dengan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang™ dengan ini sepakat

untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1
PENGERTIAN UMUM

(1) Kantor Pertanahan adalah Instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang /
Badan Pertanahan Nasional RI di Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Menteri ATR/BPN RI melalui Kanwil BPN.

(2) Mabkamah Syar’iyah adalah Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang ;

(3) Sinkronisasi data perkara adalah rangakaian kegiatan yang dilakukan secara
berkesinambungan dan terkoordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh
Tamiang dengan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang untuk memberikan layanan
informasi berupa data objek tanah dan hak atas tanah yang menjadi objek perkara
Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang ;

(4) Objek tanah adalah tanah yang belum terdafiar sebagai Hak Atas Tanah di Kantor
Pertanahan ;

(5) Hak Atas Tanah adalah tanah yang telah terdaftar sebagai Hak Atas Tanah di Kantor
Pertanahan ;

(6) Pemblokiran adalah adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau
pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan status quo (pembekuan) pada objek tanah dan
hak atas tanah yang bersitat sementara terhadap perbuatan hukum dan persitiwa hukum

atas tanabh tersebut.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud perjanjian kerjasama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk dapat
saling berkoordinasi terhadap Objek Tanah dan hak atas tanah yang sedang menjadi
objek perkara ;

(2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian
hukum terhadap objek tanah dan hak atas tanah yang sedang menjadi objek perkara
dengan cara pemblokiran hingga nanti putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah).



Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

L,

Pengiriman data dan informasi objek tanah dan hak atas tanah yang telah masuk dalam
register perkara;

Pemblokiran objek tanah dan hak atas tanah yang telah masuk dalam register perkara;
Pengiriman salinan putusan terhadap perkara yang telah diputuskan pada tingkat pertama
dan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) ;

Tindak lanjut terhadap perkara objek tanah dan hak atas tanah yang telah mempunyai
putusan dan terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Melaksanakan pemblokiran terhadap objek tanah dan hak atas tanah yang sedang
dalam perkara berdasarkan penyampaian informasi dari PIHAK KEDUA ;

b. Melaksanakan tindak lanjut atau perubahan objek tanah atau hak atas tanah dengan
dasar putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) yang disampaikan
oleh PTHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Mengirimkan data dan informasi objek tanah dan hak atas tanah yang telah masuk
dalam register perkara kepada PITHAK PERTAMA ;

b. Mengirimkan salinan putusan perkara objek tanah dan hak atas tanah tingkat
pertama dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) kepada PIHAK
PERTAMA.

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab :
a. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada jajaran masing-masing;

b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASALS
MEKANISME PELAKSANAAN PELLAYANAN

. PIHAK PERTAMA melaksanakan pelayanan sesuai dengan kesepakantan dengan PIHAK

KEDUA menyangkut perlindungan dan kepastian hukum terhadap objek tanah dan hak atas
tanah yang sedang menjadi objek perkara;



2. Nota kesepahaman ini ditindak lanjuti/dilakukan oleh Tim pendukung yvang dibentuk dan

5.

terdini dan anggota jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang dan Mahkamah
Syar’iyah Kualasimpang ;

Pelayanan terhadap Permohonan dilaksanakan sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsinya
PARA PIHAK dan bertempat di kantornya masing-masing.

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :

a. Keadilan

b. Non Diskriminasi

¢. Transparansi

d. Akuntabel

e. Bertanggungjawab

f. Profesional

Dalam melakanakan pelayanan sebagaimana Pasal 5 angka (1) dilakukan sesuai
kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6
MEKANISME PELAPORAN

Pelaporan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini disampaikan oleh :

1.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang melaporkan kepada Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dan Menteri Agrana dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;

Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang melaporkan kepada Ketua Mahkamah
Syar’iyah Aceh dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

PASAL 7
MEKANISME PEMBIAYAAN

Biaya yang diperfukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan

tanggung jawab pemohon pendaftaran tanah dan peralihan hak atas tanah dan atau pihak yang

berpekara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



PASAL 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA
. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan akan berakhir sampai dengan
tanggal 31 Desember 2023;
. Perjanjian ini dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan PIBHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA;
. Perjanjian ini dapat diperpanjang melalui pemberitahuan sccara tertulis oleh salah satu
pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) butan sebelum berakhirnya perjanjian
kerjasama;
. Perjanjian mi dapat diakhiri dengan ketentuan Pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini
harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis pada Pihak lainnya minimal 1 (satu)
bulan sebelumnya;
. Perjanjian ini diakhiri baik Karena permintaan salah satu pihak , ataupun karena sebab lain
pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang
harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya

perjanjian ini.

PASAL 9
FORCE MAJEURE
. Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian
kerjasama ini karena peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau
kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak di maksud dibebaskan
dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa
sebagaimana di maksud ayat (1) dalam kesempatan pertama wajib memberitahukan kepada
pihak lainnya;
. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan. Maka sesudah
pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari
kerja sejak peristiwa tersebut ;
. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembritahuan sebagaiman dimaksud
pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang meneriman pemberitahuan,
maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak Penerima

pemberitahuan.



SEPULUH RIBU RUPIAH

Catatan :

Klausul / Pasal dari MOU / PKS dapat disesuaikan dengan kondisi / keadaaan di Kantor
Pertanahan Kabupaten Aceh Tamaing atau berdasarkan kesepakatan dan PARA PTHAK.



